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SINOPSIS 

Buku Ilmu Negara dalam Perspektif Demokrasi Digital 

membahas transformasi ilmu negara dalam menghadapi 

perkembangan teknologi digital yang memengaruhi sistem 

demokrasi, pemerintahan, dan kehidupan bernegara. Pembahasan 

diawali dengan konsep dasar ilmu negara, fungsi negara, serta 

perkembangan demokrasi digital beserta peluang dan 

tantangannya. Selanjutnya, buku mengulas kedaulatan rakyat 

dalam ruang siber, hubungan teknologi digital dengan kedaulatan 

negara, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur ruang siber 

pada era modern. Selain itu, dipaparkan teori, model, dan praktik 

demokrasi digital dalam negara modern, termasuk 

implementasinya di Indonesia. Buku ini juga menjelaskan peran 

teknologi informasi dalam sistem ketatanegaraan, penerapan E-

Governance, serta pentingnya partisipasi politik digital dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demokrasi. Di bagian 

akhir, pembahasan difokuskan pada pengaruh media sosial 

terhadap pembentukan opini publik, dinamika kekuasaan politik, 

dan perubahan pola komunikasi antara negara dengan masyarakat. 

Disusun secara sistematis, buku ini menjadi referensi yang 

komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, serta pembaca 

yang ingin memahami perkembangan ilmu negara dan demokrasi 

digital secara konseptual maupun praktis. 
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5.1 Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan politik 

masyarakat. Digitalisasi membuka peluang bagi masyarakat, 

termasuk yang tinggal di wilayah pedesaan, untuk terlibat lebih 

aktif dalam aktivitas sosial maupun pelayanan pemerintahan 

melalui teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi 

memperluas akses dan menciptakan hubungan warga-negara yang 

lebih inklusif (Permana, 2026). Sebaliknya, media sosial 

menyediakan ruang alternatif bagi mereka untuk mengekspresikan 

partisipasi politik dengan cara yang lebih nyaman dan sesuai 

dengan preferensi mereka. 

Pengguna juga memiliki kendali dalam mengatur dan memilih 

informasi yang mereka konsumsi di internet, serta dapat 

memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan 

pengawasan dan mencari informasi terkait isu-isu politik, 

khususnya dalam konteks pemilihan umum (Farabi, 2022). 

Partisipasi politik tidak hanya diukur dari jumlah suara yang 

diperoleh partai politik dalam pemilihan umum, tetapi juga dari 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan 

secara bebas sesuai hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak 

mana pun (Irawan, 2019). Kondisi ini melahirkan konsep 

partisipasi politik digital sebagai bentuk keterlibatan warga negara 

dalam aktivitas politik melalui media berbasis teknologi digital. 

Partisipasi politik digital menjadi fenomena yang semakin 

relevan di era masyarakat informasi. Media digital memungkinkan 

masyarakat untuk terlibat secara lebih cepat, luas, dan interaktif 

dibandingkan dengan mekanisme politik konvensional. Partisipasi 

politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang 

menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

legitimasi kekuasaan. Keterlibatan warga negara dalam proses 
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politik tidak hanya mencakup aktivitas memilih dalam pemilu, 

tetapi juga berbagai bentuk partisipasi lain seperti diskusi publik, 

advokasi kebijakan, hingga keterlibatan dalam organisasi 

kemasyarakatan (Suswandy et al., 2025). Selain itu, generasi muda 

sebagai pengguna aktif media digital memiliki peran penting dalam 

mendorong meningkatnya partisipasi politik berbasis teknologi. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mendorong 

transformasi tata kelola pemerintahan melalui penerapan E-

Governance. Efisiensi dapat dicapai melalui penyederhanaan 

birokrasi serta percepatan proses yang dimungkinkan oleh 

pemanfaatan teknologi, sehingga kualitas pelayanan publik 

menjadi lebih baik. Selain itu, digitalisasi juga menjadikan 

pemerintahan lebih tanggap dan responsif dalam merespons 

berbagai kebutuhan masyarakat (Santoso, 2025). Melalui sistem 

pemerintahan berbasis digital, masyarakat dapat mengakses 

berbagai layanan publik secara lebih mudah dan cepat. 

Penerapan e-government (atau dalam bahasa Indonesia 

disebut pemerintahan elektronik) yang kemudian dikenal dengan 

sebutan digital government, online government atau dalam konteks 

tertentu transformational government terbukti mempermudah 

terjadinya interaksi timbal balik – secara digital tentunya – antara 

pemerintah dengan Masyarakat (Dhevina, 2018). Meskipun 

demikian, penerapan partisipasi politik digital dan E-Governance 

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses 

teknologi, rendahnya literasi digital, penyebaran disinformasi, 

serta persoalan keamanan data. Perbedaan akses terhadap 

perangkat teknologi, infrastruktur internet, serta tingkat literasi 

digital dapat menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik. 

Masyarakat di wilayah dengan konektivitas rendah atau sumber 

daya teknologi terbatas berisiko mengalami keterbatasan dalam 
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mengakses informasi politik dan berkontribusi dalam proses 

pengambilan Keputusan (Arianto et al., 2025). 

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif 

mengenai hubungan antara partisipasi politik digital dan E-

Governance dalam mendukung penguatan demokrasi dan tata 

kelola pemerintahan modern. Bab ini akan membahas konsep, 

bentuk, peluang, serta tantangan partisipasi politik digital dan E-

Governance dalam konteks perkembangan masyarakat digital. 

 

5.2 Partisipasi Politik Digital 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di 

Indonesia telah membawa perubahan besar terhadap pola 

partisipasi politik masyarakat. Media sosial kini sangat digemari 

oleh masyarakat, dan munculnya pihak-pihak yang mengacaukan 

ketentraman dengan cara menyebar berita bohong atau hoax 

merupakan dampak negatif dari media sosial itu sendiri 

(Muttaqien & Irawan, 2021). Kehadiran internet dan media sosial 

menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

aktivitas politik secara lebih terbuka, cepat, dan interaktif. 

Partisipasi politik warga mengindikasikan bahwa legitimasi tidak 

lagi semata-mata bersumber dari otoritas formal dan prosedur 

birokratis, melainkan juga dari persepsi warga terhadap 

keterbukaan informasi, kecepatan respons, dan kedekatan 

komunikasi yang dibangun melalui platform digital (Alontari & 

Miranti, 2026). 

Dalam konteks demokrasi digital, masyarakat tidak lagi hanya 

menjadi penerima informasi politik, tetapi juga berperan aktif 

sebagai produsen dan penyebar informasi. Media sosial telah 

menjadi instrumen penting dalam mendorong keterlibatan politik 

masyarakat Indonesia. Platform seperti Instagram, X, Facebook, 

dan YouTube banyak digunakan untuk menyampaikan opini, 
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melakukan kampanye politik, hingga membangun gerakan sosial 

secara daring. Di tengah perubahan teknologi informasi yang pesat, 

khususnya maraknya penggunaan media sosial, dinamika 

partisipasi politik pun turut mengalami transformasi signifikan. 

Generasi muda, atau kelompok milenial dan generasi Z, menjadi 

segmen populasi yang paling aktif dalam mengakses dan 

menggunakan media sosial (Marlina, 2025). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi 

digital telah mengubah pola komunikasi politik dari yang bersifat 

satu arah menjadi lebih partisipatif dan dialogis. Partisipasi politik 

digital juga terlihat dalam meningkatnya penggunaan platform 

daring untuk menyampaikan aspirasi publik. Masyarakat kini 

dapat memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, 

mengikuti diskusi politik, serta mendukung gerakan sosial melalui 

petisi online dan kampanye digital. Partisipasi digital dapat 

dipandang sebagai fenomena yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, 

hal ini mempermudah masyarakat dalam memengaruhi arah 

kebijakan serta menuntut akuntabilitas dari pemerintah. 

Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menuntut pemerintah 

untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap pola komunikasi 

baru yang berlangsung dinamis, terbuka, dan serba cepat 

(Umayasari & Amantha, 2025). Selain itu, akses informasi politik 

yang semakin mudah memungkinkan masyarakat menjadi lebih 

kritis terhadap isu-isu publik dan kebijakan pemerintah. Generasi 

muda menjadi kelompok yang paling aktif dalam partisipasi politik 

digital. Tingginya penggunaan internet di kalangan anak muda 

menjadikan media digital sebagai sarana utama dalam 

memperoleh informasi politik dan mengekspresikan pandangan 

mereka. 
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Media sosial kini berperan sebagai agen sosialisasi politik 

digital yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk 

kesadaran politik generasi muda di Indonesia. Melalui platform 

seperti Instagram, TikTok, dan X, generasi muda dapat mengakses 

informasi politik secara luas, mengikuti berbagai wacana publik, 

serta memanfaatkan ruang ekspresi yang pada akhirnya 

mendorong munculnya bentuk-bentuk baru dalam partisipasi 

politik (Rahmawati, 2018). Melalui media digital, anak muda dapat 

terlibat dalam berbagai isu politik dan sosial tanpa harus terikat 

pada mekanisme politik konvensional. 

Namun demikian, partisipasi politik digital juga menghadapi 

berbagai tantangan. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian (hate 

speech), dan disinformasi politik di media sosial dapat 

memengaruhi kualitas demokrasi dan memicu polarisasi di 

masyarakat. Berpikir kritis menjadi keterampilan yang harus 

dimiliki oleh setiap individu dalam menilai dan menerima 

informasi, baik dari media sosial atau dari perorangan. Kurangnya 

literasi digital membuat masyarakat mudah terpengaruh hoaks dan 

kesulitan membedakan informasi benar dan palsu (Diantini & 

Purwanti, 2025). Ketimpangan akses internet di beberapa wilayah 

Indonesia juga menjadi hambatan dalam menciptakan partisipasi 

politik digital yang inklusif. 

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, 

penguatan etika bermedia sosial, serta pemerataan akses teknologi 

agar partisipasi politik digital dapat berkembang secara sehat dan 

konstruktif. 
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5.3 E-Governance 
Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan 

dalam sistem tata kelola pemerintahan menuju model yang lebih 

modern, efektif, dan transparan melalui penerapan E-Governance. 

Secara umum, Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki 

peran  yang  sangat  penting  dalam  pengembangan  sistem 

administrasi publik yang lebih efektif dan responsif. Penerapan 

digitalisasi dalam administrasi publik tidak hanya mengubah 

mekanisme pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas 

administratif, tetapi juga mendorong transformasi dalam pola 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui layanan 

berbasis digital seperti E-Governance dan aplikasi pelayanan 

publik, masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan 

secara lebih mudah dan efisien. 

Hal ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya 

harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang 

diinginkan, yakni layanan yang cepat, transparan, dan sesuai 

dengan kebutuhan mereka (Arifin & Katili, 2024). Penerapan E-

Governance menjadi bagian penting dalam transformasi 

administrasi publik di era digital. Teknologi memungkinkan 

pemerintah menyediakan layanan secara daring sehingga 

masyarakat dapat mengakses informasi dan pelayanan publik 

dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Berbagai layanan seperti 

administrasi kependudukan, pembayaran pajak, perizinan usaha, 

hingga pengaduan masyarakat kini banyak dilakukan melalui 

platform digital (Indrarto, 2025). Dengan demikian, E-Governance 

mampu mengurangi birokrasi yang panjang sekaligus 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, E-Governance juga 

berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan. Ketersediaan informasi publik melalui portal digital 

memungkinkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses 
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informasi terkait kegiatan pemerintahan, penggunaan anggaran, 

dan kebijakan publik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Guntur et al., 2025). 

Transparansi tersebut dapat meningkatkan pengawasan publik 

terhadap kinerja pemerintah dan meminimalkan praktik korupsi 

atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks demokrasi 

modern, keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator 

penting terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). 

Di sisi lain, E-Governance turut membuka ruang partisipasi 

masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui media digital, 

masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun 

masukan terhadap kebijakan publik secara lebih cepat dan 

interaktif. Dengan memanfaatkan internet dan platform digital 

untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan fleksibel. 

Dalam tahap Interact, hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat berubah dari yang sebelumnya hanya bersifat top-

down (pemerintah ke masyarakat), menjadi lebih partisipatif, di 

mana masyarakat memiliki peran dalam proses pemerintahan 

(Alamanfaluti, n.d.). Kondisi ini menunjukkan bahwa E-Governance 

tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administratif, tetapi juga 

mendukung keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi. 

Meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi E-

Governance masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan 

infrastruktur digital dan kesenjangan teknologi menjadi hambatan 

utama dalam pemerataan layanan digital di banyak daerah 

terpencil di Indonesia, serta ancaman keamanan siber menjadi 

hambatan dalam optimalisasi layanan pemerintahan digital 

(Hutabarat et al., 2025). Selain itu, tidak semua masyarakat 

memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi 

digital, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan akses 

pelayanan publik. 
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Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi 

keamanan data agar penerapan E-Governance dapat berjalan 

secara efektif dan inklusif, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang menjadi dasar 

hukum dalam perlindungan data dan penyelenggaraan sistem 

elektronik di Indonesia. 

 

5.4 Tantangan dan Peluang 

Perkembangan teknologi  digital memberikan berbagai 

peluang dalam penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. 

Kehadiran internet serta media digital memungkinkan masyarakat 

memperoleh akses informasi secara lebih cepat dan luas sehingga 

mendorong meningkatnya keterlibatan publik dalam kehidupan 

politik dan pemerintahan. Media sosial memainkan peran penting 

dalam meningkatkan partisipasi politik, membangun opini publik, 

serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah 

dalam konteks negara demokrasi (Chairunisa et al., 2024). Kondisi 

ini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu menciptakan 

ruang partisipasi yang lebih terbuka dan inklusif bagi masyarakat. 

Selain memperluas partisipasi masyarakat, penerapan E-

Governance juga memberikan peluang dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan  publik. Pemanfaatan teknologi  digital 

memungkinkan pemerintah menyediakan layanan yang lebih 

efektif, efisien, dan transparan. Dengan dukungan sistem digital 

yang terintegrasi, pemerintah dapat merespons kebutuhan 

masyarakat secara lebih cepat dan tepat, mengurangi birokrasi 

yang berbelit, serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan 

wewenang. Teknologi juga memungkinkan pelayanan publik yang 
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lebih personal dan prediktif sesuai dengan karakteristik masing- 

masing pengguna (Mozin et al., 2025). 

Di sisi lain, teknologi digital turut mendukung terciptanya 

komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui 

media  digital,  pemerintah  dapat  menyampaikan  informasi 

kebijakan secara cepat sekaligus menerima masukan dari 

masyarakat secara langsung. Di era digital, partisipasi publik tidak 

lagi terbatas pada demonstrasi fisik atau forum tatap muka. 

Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam 

proses pengambilan keputusan publik, membuka peluang yang 

lebih inklusif, cepat, dan luas. Di Indonesia, tingginya penetrasi 

internet dan penggunaan media sosial menjadikan digital 

participation sebagai salah satu kunci untuk memperkuat 

demokrasi dan tata kelola pemerintahan (Nurhaliza, 2026). 

Dengan demikian, partisipasi politik digital dan E-Governance 

menjadi instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Meskipun menawarkan berbagai peluang, perkembangan 

partisipasi politik digital dan E-Governance juga menghadapi 

sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya 

literasi digital masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan 

informasi secara kritis. Penyebaran disinformasi dan ujaran 

kebencian di media sosial sulit ditangani karena sering dilakukan 

secara anonim dan terselubung, sementara polarisasi politik 

semakin kuat akibat echo chambers yang membuat pengguna 

hanya terpapar informasi sesuai pandangan mereka sendiri 

(Firdaus & Hasbullah, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

keterbukaan ruang digital tidak selalu berdampak positif apabila 

tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring 

informasi. 
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Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi atau 

digital divide yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. 

Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai 

maupun kemampuan menggunakan teknologi digital secara 

optimal. Keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil 

menghambat akses internet dan perangkat teknologi lainnya, 

sehingga mengakibatkan ketimpangan digital antarwilayah. Hal ini 

diperparah oleh keterbatasan pasokan listrik dan sinyal di daerah 

pedesaan dan kepulauan yang sulit dijangkau, yang menghambat 

upaya digitalisasi nasional (Uli et al., 2024). Selain itu, persoalan 

keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian 

penting dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk 

memaksimalkan peluang dan meminimalkan tantangan dalam 

partisipasi politik digital dan E-Governance. Digitalisasi yang 

berkembang pesat telah mengubah cara masyarakat bekerja, 

bertransaksi, dan berinteraksi. Ekosistem digital yang semakin 

kompleks membutuhkan regulasi dan kebijakan yang mampu 

menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik. 

Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat krusial untuk 

menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan 

berkelanjutan (Omkegas, 2025). Dengan langkah tersebut, 

pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mendukung 

terciptanya demokrasi yang lebih partisipatif serta tata kelola 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 
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5.5 Penutup 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami 

bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara 

signifikan pola partisipasi politik masyarakat serta mekanisme tata 

kelola pemerintahan. Partisipasi politik digital tidak hanya 

memperluas ruang keterlibatan warga negara dalam proses politik, 

tetapi juga menggeser bentuk komunikasi politik yang sebelumnya 

bersifat konvensional menjadi lebih terbuka, cepat, dan interaktif. 

Di sisi lain, E-Governance hadir sebagai respons atas tuntutan 

modernisasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi 

untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi 

kebijakan, serta akuntabilitas pemerintahan. Keduanya saling 

berkaitan dan membentuk ekosistem demokrasi digital yang lebih 

partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek 

kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam proses pemerintahan. 

Penguatan partisipasi politik digital dan penerapan E-Governance 

juga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan 

program Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang modern, responsif, transparan, dan berbasis 

teknologi digital. 

Namun demikian, implementasi partisipasi politik digital dan 

E-Governance masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu 

diperhatikan secara serius. Persoalan seperti kesenjangan digital, 

rendahnya literasi digital, maraknya disinformasi, serta risiko 

keamanan data menjadi faktor yang dapat menghambat 

optimalisasi manfaat teknologi dalam bidang politik dan 

pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan 

infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan sosial, budaya, 

dan regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan kapasitas 
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aparatur pemerintah, serta pengembangan kebijakan yang adaptif 

agar partisipasi politik digital dan E-Governance dapat berjalan 

secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, pemantapan 

pelaksanaan transformasi digital perlu terus dilakukan melalui 

dukungan kebijakan yang terintegrasi dengan program Asta Cita, 

terutama dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, 

meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong 

pembangunan nasional berbasis inovasi teknologi. 
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